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Segala puji bagi Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan hidayah-nya,
shalawat serta salam semoga tetap pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W. Mudah-
mudahan kita termasuk umatnya yang terpilih. Amien.

Alhamdulillah dengan segala pertimbangan serta refleksi, akhirnya skripsi ini
diberi judul “Sistem Pemeﬁntahan Nagari : Dalam Tinjauan Filosofi Budaya
Minangkabau”. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memahami
eksistensi yang sebenarnya dari masyarakat Minangkabau untuk kembali pada sistem
pemerintahan Nagari. Dan sejauh mana signifikansi dilematis dua etnis yang berbeda,
terutama di Kabupaten Pasaman, di mana daerah ini (Pasaman) dihuni oleh dua etnis
yang dikotomis satu sama lainnya. Etnis yang satu Minang asli, sedangkan yang satunya
lagi etnis Batak, tetapi mereka bisa bersatu dalam kesatuan wilayah Nagari.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis tentunya banyak mendapat bantuan, nasehat,
serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pertama-tama penulis mengucapkan
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ABSTRAK

SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI

DALAM TINJAUAN FILOSOFIS BUDAYA MINANGKABAU

Nagari adalah sebuah lembaga yang memiliki kualitas territorial dan kuantitas
geneologis, dan sekaligus ia merupakan lembaga kesatuan sosial masyarakat utama yang
dominan bagi masyarakat minangkabau. Dan nagari merupakan lambang mikrokosmik
dari sebuah tatanan makrokosmik yang lebih luas, serta di dalam dirinya terkandung
sistem yang memenuhi persyaratan embrional dari sebuah sistem “Negara”, serta nagari
juga sering di artikan “Republik kecil” yang sifatnya Self-contained, otonom serta
mampu membenahi diri sendiri. Di bagian ini nagari secara eksistensi menganut sistem
pemerintahan kerapatan, yang segala persoalan di selessaikan melalui musyawarah dan
mufakat, serta berpedoman pada alua jo patuik (alur dan patut) di dalam mengambil
kebijakan dan keputusan.

Melalui kemajuan dan perkembangan zaman, adalah sistem nagari mengalami
proses penataan dan perubahan struktur fungsionalnya dalam menata sistem
pemerintahan terkecil di wliyah minangkabau tersebut. Ini terlihat darni pengaruh yang
datang dari luar, yaitu Hindia Belanda, Jepang dan intervensi dari Negara sendiri, yaitu
Republik Indonesia, dimana tercatat dengan perkenalan Birokrasi moderen oleh Belanda,
hingga penyeragaman sistem pemerintahan terkecil di seluruh Indonesia oleh kekuasan

Orde Baru yang di namakan “Desa”. Perubahan ini sebagaimana yang di katakan



Mukhtar Na’im, tidak hanya sekedar perubahan nama, melalui sistem nagari pada sistem
pemerintahan wilayah, serta perubahan dari sistem nagari pada sistem desa, akan tetapi
lebih pada dataran sistem, orientasi dan filosofisnya.

Perkembangan selanjutnya adalah scbuah keniscayaan yang alamiah, di mana
setiap kali terjadinya pergantian sebuah rezim, terjadi pula perubahan konsep.
Hengkangya rezim otoriter Orde Baru di bawah kekuasaan Socharto pada tanggal 21 Mei
1998 dari panggung kekuasaan pemerintahan Indonesia, telah membawa perubahan
kepada format sistem, orientasi serta filosofisnya dalam pemerintahan. Format perubahan
ini terlihat dengan di keluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999
oleh pemerintah Indonesia tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang memberikan
angin segar pada daerah untuk mengatur, mengoreksi serta menata kembali sistem yang
cocok dan sesuai dengan perkembangan adat istiadat setempat. Sehingga dengan ini,
adalah Sumatera Barat melalui UU Otonomi daerah tersebut, mengambil inisiatif serta
alternatif untuk kembali lagi pada sistem pemerintahan nagari, untuk menata kembali
lembaga, serta adat istiadat, yang selama sistem pemerintahan desa sudah porak poranda
dan hilang.

Sakali aia gadang sakali tapian barubah, serta usang di perbaharui, lapuak-
lapuak di kajangi (usang-usang di perbaharui, lapuk-lapuk di kajangi) adalah realitas
yang harus di terima di alam jagad raya ini, seperti yang di katakana filosof Herakleitos
“semuanya berubah”, baik perubahan secara cepat maupun secara barangsur-angsur, yang
manusia mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima kenyataan ini.

Sejarah filsafat ialah tatanan konsep yang selalu menyesuiakan diri dengan

konteks zamannya. Semanagat zaman adalah standarisasi dalam konsep pemikiran



filsafat, yang ia selalu menelusuri dan menjelajahi makna eksistensi dari pergeseran
perubahan tersebut. Seperti terlihat dalam konsep idiologi filsafat Barat yang di mulai
dari zaman Yunani kuno, filsafat abad pertentagahan, filsafat moderen, hingga filsafat
abad 19 dan 20, serta gerakan postmodernisme pada zaman kontemporer sekarang ini
yang masing-masing ranah mempunyai mazhabnya sendiri-sendiri. Seperti yang
termashur antara mazhab rasionalisme dengan mazhab empirisme di dalam filsafat.

Untuk membahas perubahan kembali pada sistem pemerintahan nagari dalam
konteks budaya minangkabau, penulis mencoba menganalisa serta merefleksikannya
melalui pisau analisa Auguste Comte (1798-1857) dalam khazanah idiologi ilmu politik
empiris atau positivisme logis, yang di dasarkan pada asumsi bahwa penlaku politik
dalam segala tingkatannya, seperti pemungutan suara dan sikap-sikap subjektif terhadap
isu-isu tertentu yang dapat di identifikasi secara objektif. Dengan ini kembali pada sistem
nagari adalah pengalaman masa lalu masyarakat minangkabau di dalam merealisaikan
sistem pemerintahan nagari tersebut, yang ia bersifat otonom, dan demokratis, sehingga
yang paling dominan dalam penulisan ini dengan memakai hakikat demokrasi yang di
katakan filosof Jhon Lock, yang manusia harus di beri hak untuk hidup, hak untuk
merdeka dan hak untuk mencapai kebahagiaan. Dan masyarakat minangkabau juga
sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tersebut, yang termanifestasi dalam
pepatah adatnya - duduak samo randah tagak samo tinggi (duduk sama rendah tegak
sama tinggi) dalam arti manusia itu adalah sama dan setara dalam kehidupan
bermasyarakat. Dan jika di tinjau secara filosofis “Adar salingka nagari” (adat selingkar
nagari) berada pada dataran filsafat budi (Ethical Philosophy) guna mengatur kehidupan

individu dan sostal di dalam kehidupan bermasyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang Minangkabau merupakan satu diantara kelompok etnis utama
bangsa Indonesia yang menempati bagian pulau Sumatera sebagai kampung
halamannya, dan sebagian besarnya sekarang merupakan Propinsi Sumatera
Barat. Walaupun secara statistik orang Minangkabau hanya berjumlah kira-kira 3
% dari seluruh penduduk Indonesia, mereka adalah kelompok etnis utama yang
ke-empat sesudah orahg Jawa, Sunda dan Madura, sedangkan di pulau Sumatera
sendiri mereka merupakan kelompok etnis yang terbesar dengan jumlah penduduk
seperempat dari seluruh penduduk pulau Sumatera.' Dan orang Minangkabau
sendiri lebih populer disebut dengan “wrang awak” yang menganut sistem
matrilineal, dengan sistem pemerintahan terendah disebut Nagari.

Nagari adalah kesatuan politik yang paling penting di Alam (dunia)
Minangkabau, di mana masing-masing menganggap dirinya sebagai unit yang
otonom dalam menjalankan pemerintahan, administrasi, keuangan, dan

pengaturan rumah tangganya. Meskipun pemerintah-pemerintah nagari mengakui

! Mochtar Naim, Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1979), him. 13.
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Kerajaan Alam Minangkabau, akan tetapi penduduk nagari tidak secara langsung
di perintah oleh kerajaan tersebut, melainkan oleh pimpinan-pimpinan kaum
(suku, keluarga besar)-nya sendiri ninik-mamak yang bernaung di bawah
kedaulatan Nagari yang di pimpin oleh seorang penghulu. Bahkan beberapa tahun
setelah pemerintahan Belanda berhasil menundukkan Alam Minangkabau, kontrol
kekuatan luar atas masyarakat nagari tetap sangat terbatas.”

Keberadaan nagari-nagari yang otonom dan pada tingkat yang lebih tinggi |
membentuk federasi nagari, seperti yang di gambarkan dalam tambo-tambo
Minangkabau yang dapat dicari pembenarannya dengan mengambil pedoman
kepada evaluasi dari organisasi sosial dan sistem politik yang dikembangkan
dalam antropologi.’

Secara agak spekulatif setidaknya inilah gambaran umum tentang S0Si0
kultural masyarakat Minangkabau tempo dahulu, yang mana mereka menganut
sistem pemerintahan nagari, dalam arti yang menjalankan tugas keadministrasian
terendah di pimpin oleh Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat-perangkatnya.
Dalam hal ini yang lebih dominan adalah kepala jorong yang mewakili suku dart
masing-masing utusan kaumnya dalam nagari.

Dan secara agak spekulatif yang kedua, mungkin lembaga pertama yang
dihasilkan, dan diberi otoritas oleh komunitas orang Minangkabau adalah mamak,
kemudian berkembang ke atas kepada penghulu, kemudian berpucuk pada

kerapatan adat, yaitu kerapatan adat nagari (KAN). Pada mulanya mamak adalah

2 Ranni Emilia, Mitos Rrantau Kontemporer, Dalam jurnal kebudayan Genta Budaya
(Padang: Yayasan Genta Budaya Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1 - 1996), him 6.

3 Imran Manan, Birokrasi Modren dan Otoritas Tradisional di Minangkabau, (Padang:
Yayasan Pengkajian Kebudayan Minangkabau Sumatera Barat, 1995), him 17.
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lelaki yang dituakan dalam rumah gadangnya atau oleh familinya. Ia orang kapai
tampaik batanyo kapulang tampaik babarito (pergi tempat bertanya pulang
tempat berberita), yang memimpin dengan mufakat melalui musyawarah di rumah
gadangnya. Begitu juga peranan yang dipunyai penghulu. Orang yang dituakan
dalam kampung atau sukunya, berdasarkan teritorial geneologis, yang memimpin
sukunya dengan mufakat yang diambil melalui musyawarah suku di surau
sukunya. Kebisaaan musyawarah mencari mufakat inilah kemudian yang
membangun institusi dalam kehidupan famili, suku dan rapat adat nagari.!

Dengan gambaran teritorial geneologis ini, tentunya masyarakat
Minangkabau mempunyai suatu kehidupan yang indah dan harmonis dalam
melakukan dan melaksanakan aktifitas sehari-hari, baik di bidang sosial, budaya,
ekonomi, maupun politik. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah suatu benﬁlk
aplikasi yang di terapkan di tingkat bawah, yang dalam pepatah adatnya di
katakan duduak samo randah tagak samo tinggi (duduk sama rendah tegak sama
tinggi).

Potret masa lalu inilah yang kemudian mengilhami mengapa setelah
runtuhnya tembok kekuasaan rezim orde baru, dan di keluarkannya UU No 22
tahun 1999 tentang otonomi daerah, Alam Minangkabau disibukkan dengan
wacana ingin kembali ke konsep “nagari” dalam struktur kekuasaan. Seperti yang
telah di ketahui ketika Orde Baru dengan kekuasaan otoriternya telah memporak-

porandakan institusi lokal di Alam Minangkabau melalui UU No. 5 Tahun 1979,

* Muhammad Hasbi, dkk, Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat,
(Padang: Yayasan Genta Budaya Sumatera Barat, 1990), him 2.



instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 dan peraturan pemerintah
Nomor 9 Tahun 1980, hak mereka dirampas dengan sewenang-wenang, mereka
dipaksa untuk mengikuti nilai yang bertentangan dengan semangat budaya
mereka. Dan keniscayan yang alamiah agaknya setiap kali terjadinya pergantian
sebuah rezim, terjadi pula perubahan konsep. Apakah ini menyangkut dengan
sistem, orientasi, maupun pada dataran filosofinya.

Menurut Fagan (1979) organisasi sosial masyarakat manusia telah
berkembang melalui tahap-tahap masyarakat suku (band), masyarakat rumpun
(tribe), masyarakat dengan pimpinan tunggal (chiefdoms), dan masyarakat yang
diorganisasi sebagai negara (state). Dan menurut Durkheim (1956) solidaritas
kelompok mereka berbentuk solidaritas mekanik yang didasarkan pada adat,
kebisaaan, nilai dan simbol yang sama, bukan atas ketergantungan antara peran-
peran dengan semangat egaliter.

Dipandang dari keadaan masyarakat yang statis dalam waktu yang tidak
terlalu lama memang begitu adanya. Tetapi dapatkah itu dibenarkan jika ditinjau
dari ilmu sejarah, dari segi dinamika? Bukankah mésyarakat selalu dalam
perubahan? ada perubahan yang berlaku cepat, ada perubahan yang terjadi
berangsur-angsur, sehingga dalam waktu yang singkat tidak kentara. Tetapi
perubahan terjadi “panta rei ” kata filosof Herakleitos, “semuanya berubah“.®

Melalui hantaran filosof Herakleitos “semuanya berubah” adalah budaya

Minangkabau yang mengalami berbagai peristiwa dan perubahan struktur sosial

* Ibid, him, 18.
¢ Amrin Imran, dkk, Menelusuri Sejarah Minangkabau, (Padang: Yayasan Citra Budaya
Indonesia dan LKAAM Sumbar, 2002), him 1.



fungsional dalam sejarahnya. Contoh yang konkrit dari perubahan ini ialah
bermula dari keinginan pemerintah pusat untuk menyeragamkan sistem atau unit
pemerintahan terendah di seluruh Indonesia, maka Sumatera Barat mengalami
pergeseran sistem pemerintahan terendah di wilayahnya. Secara sederhana bisa
dikatakan berubahnya dari sistem nagari kepada sistem desa, di mana sebelumnya
sistem desa ini tidak dikenal oleh masyarakat Minangkabau. Dalam arti sistem
desa mulai berlaku dan diterapkan di Minangkabau melalui undang-undang No. 5
tahun 1979, yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk menyeragamkan
sistem pemerintahan terkecil di seluruh Indonesia.

Pergeseran ini terlihat dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5
tahun 1979 tentang pemerintahan Desa secara nasional, maka propinsi Dati I
Sumatera Barat sebagai tindak lanjut diterbitkannya Surat Keputusan (SK)
Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat No. 162/GSB/1983 yang
menyatakan berlakunya Undang-Uandang yang dimaksud, tanggal 1 agustus
1983, yakni dengan mulai berfungsinya pemerintahan desa di Sumatera Barat dan
dihapusnya pemerintahan Nagari.”

Dengan demikian, ada semacam obsesi untuk mengembalikan dan
menegakkan nlai-nilai kultural dan religius dalam kehidupan masyarakat melalui
nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang punya otoritas memenage
dan menentukan sendiri pola kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran adat dan

agama yang mereka anut. Dari perspektif inilah dapat ditangkap bahwa kembali

7 Gubernur Sumatera Barat, Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat No. 17 A
Tahun 1990 Tentang “Marnunggal Sakato” Konsepsi dan Strategi Pembangunan Pedesaan di
Sumatera Barat, Padang, 1990. :



ke sistem pemerintahan nagari tidak saja ingin mereposisi bentuk pemerintahan
desa dengan nagari, akan tetapi juga memberi penguatan institusi dan revitalisasi
peran dan nilai kultural masyarakat.

Pemahaman ke arah ini dengan mengasumsikan, pertama, bahwa
pemerintahan nagari dalam menjalankan kekuasaannya akan merujuk pada “adat
salingka nagari” di mana adat yang berlaku di nagarilah yang menjadi rujukan
bagi pengembangan kehidupan anak nagari, apakah di bidang politik, ekonomi,
budaya, agama, hukum dan lain sebagainya. Kedua, bahwa adat salingka nagari,
adalah landasan kehidupan yang sesuai dengan tata aturan adat dan agama yang
ada di dalam nagari tersebut, di mana adat haruslah cocok dan tidak boleh
bertentangan déngan agama. Itulah yang di maksud dengan adat basandi syara’,
syara’ basandi kitabullah.

Kembali ke sistem pemerintahan nagari dengan simbol “adat salingka
nagari” yang berasaskan, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah,
merupakan penguatan institusi lokal dan pengukuhan nilai-nilai kultural anak
nagari Minang. Hal ini menemukan korelasinya, jika ditoleh ke belakang terhadap
jejak historis institusi nagari. Pada paroh abad ke-18 dapat ditemukan dokumen
penting “perjanjian bukik Marapalam™ yang berisikan bahwa tata kehidupan anak
nagari Minang harus sejalan dengan adat basandi syara’, syara’ basandi
kitabullah. Diktum bukik Marapalam ini merupakan refleksi dari sejarah
perjalanan tarik menarik antara kekuatan adat dan agama, kepentingan kaum adat
(diwakili oleh para penghulu) dengan kaum agama (termanifestasi dari gerakan

Paderi).



Dua istilah yang dipakai dalam menggambarkan unit pemerintahan di
tingkat terendah di Sumatera Barat dahulu dan sekarang kiranya cukup
representatif untuk sekaligus menjelaskan latar belakang sosiologis dari kedua
sistem dengan orientasi berbeda itu. Antara “Desa” sekarang adalah “Nagarn”
antara nagari dan desa bukan hanya terdapat gambaran dikotomis tapi juga
sekaligus polaristis dari dua sistem dari dua kutub filosofis yang berbeda.
Perubahan dari desa ke nagari, oleh karena itu, bukan hanya sekedar perubahan
penamaan, tapi juga sistem, orientasi dan filosofisnya.®

Dengan adanya ambiguitas dan perhatian anak nagari yang berada di
rantau pada waktu itu yaitu Dr. Mochtar Na’im yang di mana perubahan tidak
hanya sekedar nama, namun lebih pada tataran sistem, orientasi dan»ﬁlosoﬁsnya,
maka peneliti tertarik untuk melihat dari segi filosofisnya, yang juga berasal dari
anak Minangkabau. Ini bukanlah suatu bentuk dari primodialisme penulis
melainkan lebih keinginan untuk mencari esensi yang sebenarnya dari masyarakat
Minangkabau pada umumnya dan anak nagari Kabupaten Pasaman pada
khususnya yang sekarang ini sudah kembali lagi kepada sistem pemerintahan
nagart.

Sebuah keniscayaan yang alamiah agaknya, setiap kali terjadinya
pergantian sebuah rezim, terjadi pula perubahan konsep. Apakah itu menyangkut
dengan sistem, orientasi maupun filosofisnya, tidak terkecuali dengan Indonesia.
Hengkangnya rezim otoriter Orde Baru di bawah kekuasaan Soecharto pada

tanggal 21 Mei 1998 dari panggung kekuasaan pemerintahan Indonesia, dan

8 Ibid, hlm 47.



naiknya wakil Presiden Habibie sebagai penerima amanah kekuasaan transisi,
telah membawa perubahan kepada format sistem pemerintahan. Perubahan itu
dapat dilihat, pertama, perubahan relasi kekuasaan antara penguasa dengan
rakyat. Kedua, perubahan relasi kekuasaan pemerintahan pusat dengan
pemerintahan daerah. Ketiga, perubahan relasi kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Perubahan sistem pemerintahan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah, merupakan koreksi atas sistem
pemerintahan yang dijalankan selama ini oleh Orde Baru yaitu Undang-Undang
No. 5 Tahun 1979. Terlepas dari polemik sekitar UU No. 22 Tahun 1999, yang
jelas sistem ini telah memberi peluang dan otoritas bagi daerah (masyarakat lokal
dan pranata sosial) untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan
asal usul adat-istiadat setempat yang diakui kedalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Bila demikian kenyataannya, pertanyaannya adalah di mana letak
signifikansi perbedaan dalam konteks perubahan sistem pemerintahan nagan
sekarang?, karena bagaimanapuﬁ bukankah pemerintahan nagari dengan
pemerintahan desa, keduanya sama-sama merujuk pada ketentuan UU. No.
22/1999 dan bagian integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Di lain pihak, jika pemaknaan kembali ke sistem pemerintahan nagari
adalan merevitalisasi dan memperkuat basis institusi lokal yaitu kekuatan ku!tural
anak nagari Minangkabau yang berarti menyangkut dengan orientasi déﬁ makna
filosofi, maka menjadi suatu yang problematik, kita harus bersentuhan dengan

suatu wilayah yang ditempati oleh masyarakat yang nilai dan institusi kultural



mereka berbeda, tapi bersatu dalam satu kenagarian, seperti di Kabupaten
Pasaman. Di Kabupaten Pasaman terdapat percampuran dua wilayah kultural yang
berbeda, suatu golongan masyarakat berbasiskan budaya Minangkabau dan yang
lain berbasis budaya Batak, antara etnis Minangkabau dan etnis Batak menyatu
dalam wilayah teritorial Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat. Dalam
permasalahan ini dengan kembalinya ke sistem pemerintahan nagar bagaimana
proses revitalisasi nilai-nilai kultural dan penguatan institusi lokal dengan adanya
dua wilayah budaya yang orientasinya dan filosofinya dikhotomis dan bertolak
belakang dalam suatu bingkai sistem pemerintahan nagari.

Seorang budayawan (Edi Utama) mengatakan :

“penulis khawatir dengan proses kembali ke sistem nagari ini, tapi

yang penulis kuatirkan, diskusi yang berkembang rancangan-rancangan

peraturan yang berkembang itu adalah aspek pemerintahan saja.

Nagari-nagari itu bukan saja masalah pemerintahan, Nagari adalah

kultural, wilayah budaya, didukung dan ditopang oleh yang namanya

institusi budaya.’

Pertanyaan berikutnya mengapa harus kembali ke sistem pemerintahan
nagari ?, bukankah sistem pemerintahan nagar atau sistem pemerintahan desa,
sama-sama merujuk kepada UU No. 22 Tahun 1999 ?, dimana sistem
pemerintahan desa atau nama lain merupakan subsistem dari sistem
pemerintahan nasional dan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia ?. Jika demikian halnya, lalu apa yang membedakan keduanya, atau

jangan hanya sekedar perubahan istilah saja. Masalah mengapa harus kembali ke

® Edy Utama, dkk, Tantangan Sumatera Barat, Mengembalikan Keunggulan Pendidikan
Berbasiskan Budaya Minangkabau, (Jakarta: Citra Pendidikan, 2001), him 150.



10

Sistem pemereintahan nagari, secara kasat mata dapat diberikan jawaban
sederhana, bahwa penyesuaian istilah desa dengan nama laih sebagai mana
dimaksud pasal 1 huruf o UU No. 22/1999 dan keputusan Mentri Dalam Negeri
Nomor 63 Tahun 1999 untuk daerah Sumatera Barat tidak dapat diartikan
sekedar pergantian sebutan dan peristilahan, melainkan merupakan perubahan
filosofis pemerintahan dari bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat
sentralistik dari birokratik sebagaimana dianut dalam UU. No. 5/1979 menjadi
sistem pemerintahan yang dqmokratis, memilki kemandirian, peran serta seluruh
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari otonomi asli
sebagaimana dianut oleh UU No. 22/1999. Sistem pemerintahan yang memenuhi
syarat-syarat di atas adalah sistem pemerintahan nagari yang dijalaﬁkan di
seluruh wilayah Sumatéra Barat.'

Dalam konteks persoalan kemudian adalah apa artinya perubahan filosofi
pemerintahan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000.
Apakah bentuk, sistem, orientasi, dan filosofi pemerintahan nagari dalam versi
pemerintahan daerah berbeda dengan ‘bentuk, sistem, orientasi dan filosofi
pemerintahan desa 7.

Ini tentunya tidak sesederhana itu, sebab kembali ke nagari adalah kembali
ke jati diri semula, wali nagari harus bisa mengakamodir semua kepentingan yang
ada, agar tidak terjadi kerancuan dalam menata dan memperbaiki sistem nagari

yang sebelumnya porak poranda oleh sistem desa.

19 peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor. 9 Tahun 2000, Tentang Ketentuan Pokok
Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat.
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Berangkat dari sini penulis mencoba mencari eksistensi yang sebenarnya
tentang kembali ke sistem pemerintahan nagari bagi masyarakat Minangkabau,
melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini diejawantahkan dalam ilmu politik
empiris atau positivisme. Dalam khasanah ideologi pengetahuan, mazhab ini
dipelopori oleh Auguste Comte (1798-1857). Dan dalam Dictonary of philosophy
and religion (1980), W.L. Reese mendefenisikan positivisme sebagai kerabat
filsafat yang bercirikan metode evaluasi sains dan saintifik positif pada tingkat
ekstrem. Tujuan utama pendekatan ini adalah mendapatkan penjelasan guna
meramalkan dan mengendalikan kehidupan sosial politik seobjektif mungkin
melalui instrumen korelasi statistik dan hukum sebab akibat (causality) yang
secara empiris dapat dibuktikan. Asumsi dasar gaya‘ penelitian ini adalah adanya
kesatuan-kesatuan data (misalnya perilaku politik yang jelas, seperti pemungutan
suara dan sikap-sikap subjektif dalam memandang isu) yang dapat diidentifikasi
dan muncul terpisah dari metode yang digunakan untuk mengungkapkannya, serta
ada lima asumsi dasar yang di pakai metode positivisme ini, yaitu logiko-
empirisme, realitas- objektif, reduksionisme, determinisme, dan asumsi bebas
nilai'"® Dan untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis juga- mengunakan
pendekatan malalui hakikat demokrasi yang diberikan Jhon Locke, yaitu
demokrasi adalah bahwa setiap manusia diciptakan sederajat, dimana mereka di
karunia oleh sang pencipta hak-hak tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari

mereka, hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk mengejar kebahagian

"Michael T. Gibbson, Tafsir Politik, terj Ali Noer Zaman, ( Yogyakarta : Penerbit
Qalam, 2002 ), him, xxiii
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. Maka untuk menjamin hak-hak ini dibentuklah pemerintahan dikalangan umat
manusia, yang mendapatkan kekuasaan yang sah karena memperoleh persetujuan
dari rakyat yang diperintah.""

Dengan metode ini sedikit banyak tentunya membantu untuk melakukan
penelitian, dalam mencari eksistensi dari yang sebenarnya tentang masyarakat
Minangkabau untuk kembali pada sistem nagari, dimana menurut peneliti sistem
nagari adalah bagian determinisme dari pendekatan positivisme, yang berasumsi
keteraturan dimungkinkan karena adanya hukum sebab akibat, yang
termanifestasi melalui dunia empiris. Disebabkan sistem desa yang tidak bisa
menyatu dengan masyarakat Minangkabau, maka berimplikasi pada muram dan
kaburnya peranan ninik-mamak serta penghulu. Dan jika sistem nagari dihidupkan
kembali, memungkinkan ia bisa merekonstruksi nilai-nilai budaya yang semakin
pudar dan hilang. Melalui makna nagari adalah republik mini yang bersifat
otonom, maka harapan kehidupan demokratis akan berjalan dengan baik. Dan
budaya Minangkabau adalah suatu budaya yang turun temurun, yang terkonstruksi
dalam pengalaman dan pengetahuan.

Memberikan jawaban terhadap permasalahan di atas, tentunya tidak bisa
secara serampangan mengambil kesimpulan hitam-putih, ya dan tidak sebelum di
lakukan studi mendalam. Bertolak dari ini penulis ingin mengikhtisarkan dan
menyajikannya dalam bentuk studi ilmiah. Fokus perhatian dari studi ini adalah

mencarl dan menyajikan makna filosofi kembali ke sistem pemerintahan nagari

"' Louis O Katsoff, Pengantar Filsafat, him 438.



dalam merevitalisasi dan memperkuat basis kultural anak nagari Minangkabau,

terutama di Kabupaten Pasaman.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka dirumuskan pokok

permasalahan yang akan dijadikan landasan dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1.

Apa sesungguhnya yang melatarbelakangi keinginan masyarakat
Minangkabau untuk kembali ke sistem pemerintahan Nagari ?

Dengan sosio-kultural yang berbeda apa signifikansi perobahan sistem
pemerintahan Desa ke sistem pemerintahan Nagari ?

Apa makna filosofis yang mendasari kembali kepada sistem pemerintahan

Nagari bagi masyarakat Minangkabau ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

]

I

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :
Mengidentifikasi filsafat tersembunyi pada masyarakat Minangkabau, dengan
kembalinya ke sistem nagari.

Mengevaluasi secara kritis dan telaah data-data permasalahan yang lebih
kompleks, ini juga merupakan refleksi filosofis budaya yang berpijakan pada
realitas permasalahan sosio kultural yang ada.

Merumuskan konsepsi filosofis alternatif yang lebih utuh serta pemahamannya
menjadi arahan untuk pengambilan keputusan tentang permasalahan kembali

ke nagari.
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Kegunaannya adalah :

1. Secara ilmiah akan dapat memperluas cakrawala konsep dan ilmu
pengetahuan secara aktual, khususnya di masyarakat Minangkabau.

2. Memberikan kontribusi yang berharga bagi khasanah intelektual pada
umumnya dan orang Minangkabau khususnya, hal mengenai kembali ke
nagari

3. Secara akademik di laksanakan sebagai salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan studi serta untuk meraih sarjana filsafat Islam pada Jurusan

Agqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka.

Penelitian mengenai filosofis budaya Minangkabau pernah disinggung
oleh Drs. Imran Manan, M.A, Ph.D dengan judul : “A Traditional Elite in
Continuity And Change : The Chief of the Martilineal Lineages of the
Minangkabau of West Sumatera Indonesia”. Hasil penelitian ini lebih
menekankan pada pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan
berlanjutnya kekuasaan elit tradisional Minangkabau.

Yang kedua dalam bentuk seminar yang disampaikan oleh Dr. Mochtar
naim dengan judul : "Filosofi budaya Minangkabau : mengembalikan identitas
keislaman ke minangan sebagai jati diri orang Minangkabau”, yang menerangkan
tentang sistem-sistem budaya yang di anut oleh masyarakat Minangkabau dari
dahulu hingga sekarang, yang dalam simbol adat disebutkan, adat basandi syara’,

syara’ basandi kitabullah.
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Dari beberapa karya tulis di atas, penulis dapat menyimpulkan masih
kurangnya para peneliti yang lalu mendeteksi survei mengenai filosofis budaya
Minangkabau kaitannya sekarang ini dengan kembalinya ke sistem pemerintahan
nagari yang tentunya sangat berpengaruh pada sosio kulturalnya masyarakat
Minangkabau yang selama lebih kurang 19 tahun ini berada di bawah
pemerintahan Desa. Dan peneliti lebih memfokuskan pada filosofis budaya
Minangkabau dengan kembalinya ke sistem pemerintahan nagari, yang didukung
oleh sumber literatur para peneliti terdahulu, dan Surat Keputusan (SK) menten
dalam negeri dan otonomi daerah No. 22 Tahum 1999, Surat Keputusan (SK)
Gubernur Sumatera Barat No. 9 tahun 2001, berhubung penelitian ini akan
dilakukan di kabupaten Pasaman, maka peneliti juga menggunakan Surat

Keputusan (SK) Bupati Pasaman No. 16 Tahun 2001.

E. Landasan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa landasan teor
sebagai pendekatan filosofis yang juga sebagai sandaran, di antaranya 1alah :

Pertama melalui pendekatan politik empiris atau dengan sebutan
positivisme sebagai kerabat filsafat, yang bercirikan penjelasan untuk meramalkan
dan mengendalikan kehidupan sosial politik seobjektif mungkin melaluw
instrumen korelasi statistik dan hukum sebab akibat yang secara empiris dapat
dibuktikan, dengan alasan di dalam membicarakan kebudayaan vang berkembang
dalam suatu daerah, dalam hal ini nagari tidak akan pernah terlepas dari

pengalaman manusia masa lalu, yang terkosentrasi melalui nagari, yang sering
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berubah dari masa ke masa, dikarenakan pengaruh yang datang oleh kemajuan
dan perkembangan zaman, seperti pepatah Minangkabau mengatakan : sakali aia
gadang sakali tapian barubah, usang-usang di pabaharui, (sekali air besar sekali
tepian berubah, usang-usang di perbaharut).

Dan realitas objektif-menegaskan hanya ada satu realitas, yakni yang dapat
diketahui sepenuhnya melalui pengalaman, masyarakat Minangkabau melalui
pengalaman sistem nagari, mereka berkeyakinan kehidupan demokratis akan
berkembang, sebagai mana demokrasi yang di katakana Jhon Locke, yang juga
sebagai landasan teori penulis. Alasan dipilihnya hakikat demokrasi menurut John
Locke, karena orang Minangkabau melalui sistem nagari sangat syarat dengan
musyawarah dan mufakat dalam pengarhbilan keputusan, serta menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai mana pepatah adat, duduak samo randah tagak
samo tinggi (duduk sama rendah, tegak sama tinggi), dalam makna manusia itu
adalah sama bagi mereka. Dan untuk penunjang, penulis juga berkaca pada
budaya, dimana umumnya manusia sangat di pengaruhi oleh lingkungan dimana
ia berada, sehingga ada ahli antropologi yang mengganggap bayi yang baru lahir
sebagai satu lembar kertas kosong yang kemudian diisi dengan kebudayaannya

masing-masing.

F. Metode Penelitian
Penelitian ini berbentuk studi deskriptif analitis, yang berupaya mencari
dan memahami respon masyarakat terhadap kembali pada konsep sistem

pemerintahan nagari, serta merefleksikan sejauh mana nagari dapat
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mengembangkan proses demokratisasi di bawah realisasi sistem yang ia terapkan

sebelum dan sesudahnya. Titik fokus lebih pada aspek subvektif dari pandangan

masyarakat itu sendiri.

Dan agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah dan

mencapai hal yang optimal, maka diperlukan pengumpulan data serta

pengolahannya dengan baik. Agar pengumpulan data baik dan sederhana, maka

penulis mencoba untuk mengumpulkan data-data tersebut melalui metode :

L.

Metode wawancara, ialah seperangkat pertanyaan yang ditujukan pada
beberapa orang dengan tujuan untuk dimintai pendapat tentang beberapa
masalah tertentu. Wawancara ada dua macam, yaitu wawancara langsung
(direct quisﬁoner/interview) dan wawancara tidak langsung (indirect
quistioner/angket)

Sehubungan dengan itu, di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis
yang pertama, yaitu : Wawancara secara langsung. Wawancara ini hanya
terbatas diperoleh dari orang-orang tertentu yang dianggap informan.
Berhubung penelitian ini dilakukan di empat nagari dalam wilayah Kabupaten
Pasaman, maka yang menjadi informannya adalah, Bupati Pasaman selaku
Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, terus ke bawah Camat, Wali
Nagari, dan ninik mamak, alim ulama yang dianggap bisa memberikan
informasinya, dan juga tokoh masyarakat yang dianggap penting.

Metode observasi, untuk memperoleh data dengan cara menyaksikan berbagai
tabiat/sifat. Peneliti menggunakan ini untuk mengamati secara langsung

obyek yang diteliti yaitu budaya masyarakat Minangkabau secara filosofisnya
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3. Metode dokumentasi dan kepustakaan, untuk mengumpulkan data yang
bersumber pada dokumentsai dan kepustakaan, yang meliputi pembahasan-
pembahasan ringkas, berbagai ketetapan, hikayat atau cerita atau surat kabar
dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan bukti atas berbagi peristiwa
yang pernah terjadi di masa lalu."2

Peneliti juga menggunakan metode analisis data dengan melakukan
pemeriksaan secara konsepsional atas makna yang tersembunyi atau makna yang
terkandung oleh istilah-istilah pepatah adat yang dipergunakan dan pernyataan-
pernyataan yang dibuat."

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini di bagi dalam bab-bab dimana

di antara bab satu dengan yang lainnya saling keterkaitan dalam pembahasannya,

untuk mempermudahnya, maka penulis buat sistematika sebagai berikut :

Bagian awal meliputi : halaman judul, halaman pengesahan, halaman
motto, halaman persembahan, kata pengantar, dan daftar isi

Bab pertama : memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua : berisi tentang sejarah dan prinsip-prinsip masyarakat

Minangkabau yang terdiri darnt struktur sosial tradisional masyarakat

2 Hadi Sutrisno, Metodologi Riset, Jilid 1, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas
psikologi, UGM, 1987), him 221.

13 Louis O Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara
Wacana, 1987), him 16.
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Minangkabau, Nagari dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau, serta
karakteristik filosofi budaya Minangkabau

Bab ketiga : menjelaskan tinjauan umum tentang filosofi konsep nagari
dan Desa, yang terdiri dari sub-sub, antara lain: pengertian nagari dan desa.
impelementasi dan signifikansi pemerintahan nagari dan desa terhadap budaya
Minangkabau. Dilematis budaya sistem matrilineal dan patrilineal di kabupaten
Pasaman. Kembali ke nagari sebuah tinjauan filosofis

Bab keempat : membahas tentang analisis tentang filosofi kembali ke
nagari yang terdiri dari : kembali ke nagari, kembali ke kebudayaan tradisional.
Kembali ke nagari yang sesuai dengan perkembangan zaman. Idealnya
pemerintahan nagari di era globalisasi.

Dan bab kelima : merupakan penutup dalam penelitian ini yang berisi
tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini dan saran-saran, dan tidak

lupa akan dicantumkan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.



BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1

Kembali ke sistem pemerintahan nagari adalah revitalisasi serta
rekonstruksi terhadap peran ninik-mamak, penghulu serta lembaga
lain yang berkelindan dengan adar basandi syara’, syara’ basandi
kitabullah. Guna membangun institusi dan lembaga secara
demokratis. Salah satu yang melatar belakangi yaitu dengan di
keluarkannya undang-undang Otonomi Daerah No. 22. Tahun 1999
oleh pemerintah pusat, yang memberikan peluang bagi daerah untuk
mengatur serta merekonstruksi adat istiadat yang sesuia dengan
sosio kultural masyarakat setempat.

Melalui masyarakat yang plural dan majemuk, adalah Kabupaten
Pasaman di huni oleh dua etnis yang berbeda. Dengan kembali pada
sistem nagari, signifikansi pada dua etnis ini tidak ada yang
kontradiktif, sebagaimana yang penulis asumsikan sebelum terjun
kelapangan. Hal ini disebabkan masyarakat Minangkabau sangat
menjunjung tinggi nilai-nilai demokratosasi di dalam menjalankan

kehidupan bermasyarakat.
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3 Secara filosofis kembali pada sistem pemerintahan nagari dimaknai
mengembalikan  keutuhan hidup secara demokratis, serta
membudayakan nilai-nilai moral, etika dan religius, yang di
dasarkan pada alur dan patut melalaui adat basandi syara’, syara’
basandi kitabullah, serta membebaskan manuisa dari periodesasi
sejarah yang serba otoriter dan sentralistik, yang memungkinkan
masyarakat hidup di masa mendatang dengan nilai-nilai

kemanusiaan.

B. Saran-Saran

Di akhir skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran pada pihak yang

bersangkutan :

1.

Kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang menjadi pilar kerakyatan
agar betul-betul melaksanakan Perda UU No.9 tahun 2000

Kepada pemerintah Kabupaten yang menggodok UU Nagari
bersangkutan supaya tidak oportunis dan setengah hati merealisasikannya
Kepada Camat walaupun fungsinya sudah berubah dari sebelumnya agar
tetap inten memantau serta memfasilitasi komunitas nagari demi
terciptanya kehidupan harmonis tentram dan | damai, dan bisa
mengembangkan secara universal kehidupan yang demokratis.

Kepada Wali Nagari di harapkan bisa mempertahankan wilayah nagari

serta menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah adat, menjaga kharisma, dan
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setiap pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah mufakat. Dan
mengambil kebijakan berdasarkan alur dan patut.

5. kapado (kepada) seluruh lembaga nagari, agar memfungsikan diri sesui
karir serta kemampuan internal, untuk membudayakan kembali kehidupan
banagari, dimana sebelumnya telah porak:poranda.

6. Kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa pandang bulu agar berperan
aktif dan ikut serta membudayakan kehidupan bernagari untuk lebih
mapan dan utuh di masa depan. Sebab baik buruknya sistem nagari
tergantung sejauh mana kontribusi dan signifikansi anak nagari.

7. Kepada perantau agar bisa memberikan saran yang konstruktif bagi
keberlangsungan kehidupan ke nagari, guna terciptanya hubungan

emosional serta berlalunya sejarah untuk mengenal dunia baru dan luar

C. Penutup

Alhamdulilah dengan puji syukur kehadiran Allah S.W.T akhirnya penulis
dapat merampungkan skripsi ini. Nauzubillah, penulis menyadari bahwa tulisan
ini masih belum sempurna serta mempunyai cacat dan kekurangan.

Segala kritik dan saran yang konstruktif dalam perbaikan Skripsi ini
sangatlah penulis harapkan. Dan dengan segala keterbatasan mudah-mudahan ia
bisa memberikan manfaat dan makna yang berarti, khusunya bagi penulis, dan
tentunya bagi pembaca pada umumnya. Terakhir sekali do’a penulis sekaligus ia
bisa menjadi amal ibadah bagi sesama anak bangsa umumnya dan kaum minang

khususnya. Amin.
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